WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR /29 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota
dimaksud pada huruf a, khususnya untuk Pasal 3 Ayat
2 yang dinyatakan bahwa Permohonan Pembayaran
PBB-P2 dilakukan dihitung sejak tahun 2012;

bahwa dengan adanya pembayaran PBB-P2 hanya
untuk tahun 2012 maka dapat membatasi hak Wajib
Pajak dalam mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19);



Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5179);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMKO07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah;



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR
40 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun
2014 Nomor 40 Tahun 2014), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 3
diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak
mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang
jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan
melampirkan persyaratan :

a. fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib
pajak dalam hal dikuasakan;

b. bukti pembayaran asli dan fotocopy.

c. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa objek pajak
tersebut
pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

(2) Dihapus

termasuk objek pajak yang dapat memperoleh

(3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Petugas
Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti
penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal & Oeotmse 307
fALIKOTA PEKANBARU,?
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Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal @ pexmLer 2014

SEKRETCS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR /29



